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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Implementasi program perhutanan sosial dapat dilihat dari peran para pihak 
stakeholders dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Pengusulan hak 
pengelolaan hutan nagari. Dari hasil penelitian lapangan, implementasi program 
perhutanan sosial Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten 
Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat 
sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap kegiatan tanpa ikut 
campur dalam pengambilan keputusan. 
2. Pada pangusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan 
berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. 
  
B. Saran 
1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, stakeholders sudah berperan sesuai 
dengan tanggungjawabnya masing, namun dalam pemilihan pengurus inti 
masyarakat mempercayainya kepada masyarakat yang mengurus permohonan, 
sarannya apabila terjadi pergantian jabatan sebaiknya yang menjadi pengurus inti 
lembaga pengelola hutan nagari adalah masyarakat yang aktif dalam lembaga 
pengelola hutan nagari dan belum pernah menjadi pengurus. 
2. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Hutan Nagari di Sungai 
Buluh diharapkan meneliti tentang Evaluasi Rencana Pengelolaan Lembaga 
Pengelola Hutan Nagari dari awal mendapatkan izin sampai sekarang. 
 
